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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53
Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sudah tidak sesuai
dengan kondisi daerah dan perkembangan kebutuhan
dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenanang
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan
Timur;

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur serta berdasarkan hasil
Kajiarr/ Analisis yang dilakukan oleh lembaga resmi
(Apraisal), perlu dilakukan kenaikan tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur;

Menimbang
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7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun
2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017 Nomor 3 );

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 76);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;Mengingat
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(2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
setiap bulan sebesar Rp 16.700.000,00 (Enam belas juta tujuh ratus
ribu rupiah).

(1) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan
tunjangan transportasi.

Pasal7

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara
dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD, diberikan tunjangan
perumahan setiap bulan, sebesar Rp 30.200.000,00 (Tiga puluh juta dua
ratus ribu rupiah).

(1) Pemerintah Daerah menyiapkan Rumah Negara dan perlengkapannya
bagi Pimpinan DPRD melalui APBD.

Pasal5

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 54), diubah sebagai
berikut:

PasalI

PERUBAHANATAS PERATURANGUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2021 NOMOR 2.

MUHAMMAD SA'BANI

ttd

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTANTIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pad a tanggal 1 Februari 2021

ISRAN NOOR

ttd

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 Februari 2021

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II
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